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A. Pengertian dan Definisi Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses aktivitas yang paling 

mendasar dilakukan dalam kehidupan manusia. Komunikasi 

memberikan pengaruh yang sangat besar dalam interaksi yang 

terjadi setiap harinya. Drucker, seorang analis manajemen 

Amerika telah meneliti bahwa di negara-negara yang sudah 

maju, masyarakatnya menghabiskan uang setiap harinya tidak 

hanya untuk belanja sandang, dan pangan tetapi juga untuk 

membeli kebutuhan dalam berkomunikasi (Cangara, 2012) 1 . 

Komunikasi membangun hubungan antar manusia baik dari 

beragam golongan, umur, kepentingan maupun jarak. Semua 

manusia dapat menunjukkan keberadaan dirinya dengan 

memahami kehendak, sikap, dan perilaku yang ditunjukkan 

dalam komunikasi. Pengaruh Komunikasi mampu 

meningkatkan cakrawala berpikir seseorang menjadi semakin 

luas. Komunikasi juga dapat meningkatkan keharmonisan 

dalam hubungan antarmanusia, tetapi dapat juga menimbulkan 

perang antar bangsa. Oleh karena itu komunikasi tidak hanya 

dipandang sebagai seni yang dapat diaplikasikan, namun juga 

sebagai ilmu yang dapat dipelajari, dan sebagai lapangan kerja 

yang sangat menjanjikan. Komunikasi merupakan jalan tol dan 

 
1 Cangara, Hafied, 2012. Pengantar Ilmu Komunikasi. PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. hal. 4 
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A. Pengertian Pemerintahan 

Memahami definisi pemerintahan dapat dilihat dari 

EHEHUDSD� NRQVHS�PLVDOQ\D�� SDGD�NDWD� GDVDU� ´SHULQWDKµ�SDOLQJ�

sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu: 

1. Ada dua pihak yang terlibat 

2. Pihak pertama yang memerintah disebut penguasa atau 

pemerintah 

3. Pihak kedua, yang diperintah atau rakyat 

4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan. 21 

Sedangkan Menurut Ndraha, ilmu pemerintahan adalah 

ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi 

kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan 

civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) 

pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Pemerintah 

adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan 

kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang 

melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota 

masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat 

diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. 22 

Sedangkan menurut Surya Ningrat, pemerintahan adalah 

sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk 

 
21 Syafiie, Inu K. 2011. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta, hal. 5 
22 Ndraha, Talizidhuhu. 2003. Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta : 

Rineka Cipta, hal. 6 
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A. Pengertian Komunikasi Organisasi  

Dalam memahami komunikasi organisasi, tidak terlepas 

dari peran manajemen yang berperan besar dalam rangka 

menciptakan hasil yang baik dan maksimal. Sebuah organisasi 

membutuhkan komunikasi yang efektif. Seorang pemimpin 

yang memahami visi dan misi organisasinya akan berusaha 

menghabiskan waktunya untuk berkomunikasi dengan 

berbagai kalangan, baik komunikasi ke atas, ke bawah, dan ke 

samping di dalam organisasinya. Bahkan melewati batas 

organisasi, yaitu dengan stake holder dan sebagainya. 

Mengelola hubungan melalui komunikasi yang efektif yang 

dilakukan anggota organisasi dengan lingkungannya, 

merupakan tindakan yang tepat.  

Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai 

pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit 

komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi 

tertentu. Komunikasi yang terjadi terkait penelaahan atas 

banyak transaksi yang terjadi secara simultan. Sistem ini 

menyangkut penyampaian dan penafsiran pesan di antara 

lusinan bahkan ratusan individu yang memiliki jenis hubungan 

yang berlainan yang menghubungkan mereka. Dimana pikiran, 

keputusan dan perilakunya diatur oleh kebijakan, regulasi dan 

aturan; yang memiliki gaya dalam berkomunikasi; untuk 

mengelola dan memimpin; bahkan dimotivasi dan dipengaruhi 

iklim komunikasi yang berbeda serta jenis, bentuk dan metode 
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A. Pengertian Tata Kelola Pemerintahan 

Tata pemerintahan yang baik (Good Governance) menjadi 

isu penting yang paling mengemuka dalam penguatan 

administrasi publik. Untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat, pemerintah berusaha melaksanakan pembangunan 

berdasarkan harapan dan tuntutan atau aspirasi masyarakat 

sehingga dapat memberikan pelayanan public sebaik mungkin. 

Masyarakat menuntut kepada pemerintah untuk melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan meningkatkan 

pelayanan publik yang berkualitas sesuai harapan masyarakat.  

Syamsuddin menjelaskan pemerintahan yang baik 

berorientasi pada dua hal73, yaitu: 

1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian 

tujuan nasional yang mengacu pada demokratisasi dalam 

kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituen atau 

pemilihnya, yaitu legitimasi akuntabilitas, otonomi dan 

devolusi kekuasaan kepada daerah, serta jaminan 

mekanisme kontrol oleh masyarakat.  

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif 

dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.  

 
73  Syamsuddin, Syamsiar. 2007. Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik. 

Malang : Agritek YPN Malang Kerjasama dengan CV SOFA Mandiri dan Indonesia 

Print 
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A. Definisi Komunikasi Pemerintahan 

Komunikasi sebagai sarana utama dalam melakukan 

kegiatan dan kehidupan manusia sehari hari disebut juga 

sebagai kebudayaan. Komunikasi dalam suatu negara selain 

menggunakan Bahasa negara juga dipengaruhi oleh budaya yang 

ada dalam negara tersebut. Itu sebabnya dalam suatu peradaban 

sistem komunikasi suatu negara mengalami perubahan sesuai 

peradaban atau zaman yang disepakati oleh anggota 

pemerintahan dan masyarakatnya.  

Menurut Sedarmayanti, komunikasi pemerintahan adalah 

penyampaian ide, gagasan, isi pikiran/pernyataan, informasi 

dari pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai 

tujuan negara. Dalam hal ini, pemerintah sebagai komunikator 

dan masyarakat penerima informasi. Tetapi bisa berlaku 

sebaliknya. Namun pemerintah memiliki kewenangan sekaligus 

bertanggung jawab mempertimbangkan atau merespon sesuai 

aturan dan ketentuan yang berlaku.85 

Dalam komunikasi pemerintahan, terdapat dua tipe 

umum saluran komunikasi. Pertama, memudahkan komunikasi 

internal. Proses komunikasi birokratik internal ini memiliki tiga 

aspek, yaitu: 

 

 
85 Sedarmayanti. 2018. Komunikasi Pemerintahan. Bandung : PT Refika Aditama, hal. 
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A. Pengertian Model Komunikasi 

Komunikasi pemerintah dirumuskan sebagai proses 

penyampaian pesan/informasi di antara beberapa orang yang 

bekerja dalam instansi pemerintah dengan cara saling 

mentransmisikan informasi dan meng interpretasikan artinya. 

Dalam berkomunikasi, seseorang harus memiliki dasar yang 

akan menjadi patokan baginya dalam berkomunikasi dan di 

sinilah arti penting model komunikasi. Model adalah kerangka 

kerja konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk 

kasus-kasus tertentu. Sebuah model akan membantu dalam 

mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka 

konseptual tentang sesuatu yang akan diucapkan atau ditulis. 

Menurut B. Aubrey Fisher  dalam Mulyana, model adalah 

analogi yang mengabstraksikan dan memilih bagian dari 

keseluruhan, unsur, sifat, atau komponen yang penting dari 

fenomena yang dijadikan model. Model adalah gambaran 

informal untuk menjelaskan atau menerapkan teori. Dengan 

kata lain, model adalah teori yang lebih disederhanakan.114 

Werner J. Severin dan James W. Tankard Jr. (Mulyana, 

2008) menyatakan bahwa model berfungsi untuk membantu 

merumuskan teori dan menyarankan hubungan. Oleh karena 

itu, hubungan antara model dan teori begitu erat. Model dapat 

berfungsi sebagai basis bagi teori yang lebih kompleks, alat 

 
114 Loc.cit., Deddy Mulyana, Ilmu..., 2008, hlm. 131. 
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A. Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa 

Kajian tentang desa dan segala problematika sosial, 

budaya, ekonomi dan berbagai perspektif lainnya, sudah banyak 

diulas oleh para ahli sosiologi terutama bila dilihat dalam 

perspektif geografis dan karakteristik masyarakatnya. Oleh 

sebab itu secara sederhana dapat kita awali dengan suatu 

pemahaman bahwa sebenarnya desa itu adalah suatu hasil 

perpaduan antara berbagai kelompok kegiatan manusia dengan 

lingkungannya. Secara lebih formal desa merupakan kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.140 

Berdasarkan Permendes RI Nomor 17 tahun 2019 Tentang 

Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

Desa, maka desa atau desa adat merupakan kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

 
140 Abd. Rasyid Masri, Sosiologi dan Komunikasi Pembangunan Pedesaan ( Cet. I; 

Makassar:  

Alauddin University Press, 2014) , h. 1. 
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